
 
 

 
 
 

 
 

 
 

BUPATI KARAWANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR 7 TAHUN 2025 

TENTANG 

 
PENCABUTAN 25 (DUA PULUH LIMA) PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KARAWANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KARAWANG, 

 
Menimbang : a. bahwa peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang 

harus mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat, 
memberikan kepastian hukum, dan mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, 

dan akuntabel sesuai dengan asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa sejumlah peraturan daerah Kabupaten Karawang 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kondisi 

sosial masyarakat, dan dinamika pembangunan, sehingga 
perlu dilakukan pencabutan guna mendukung 

penyederhanaan regulasi di daerah; 

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 25 (dua puluh 
lima) peraturan daerah yang keberadaannya sudah tidak 

relevan atau telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang baru, sehingga perlu dicabut untuk 

mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan tugas pemerintahan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan 

Daerah Kabupaten Karawang; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

6. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7051); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

dan 

BUPATI KARAWANG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 25 PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN KARAWANG. 

 
Pasal 1 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2000 

tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2000 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 7); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2000 

tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang 
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 

2004 Nomor 8); 
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c. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2000 

tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 7 
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 9); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2000 
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 

10); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2000 
tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karawang Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 

tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 11); 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2000 
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karawang Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 

tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2000 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 12); 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2000 
tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 

Nomor 13); 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2000 
tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 12 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 
Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 

Nomor 14); 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2000 
tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karawang Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 15); 
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j. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2000 

tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 15 
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, 

Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 16); 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2002 
tentang Retribusi Penerbitan Peta (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karawang Tahun 2002 Nomor 5); 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2002 
tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 8); 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2002 

tentang Bagi Hasil Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah 
Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 11); 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Biaya Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pungutan 

Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 

Nomor 12); 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2002 
tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 13); 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 14); 

q. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2002 

tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar 
Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 

Nomor 16); 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2002 
tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 17); 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2003 

tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel Karoseri Bak Muatan dan 
Cucian Umum Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 4); 

t. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2003 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengendalian 

Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karawang Tahun 2003 Nomor 5); 

u. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 

Tahun 2006 Nomor 7); 

v. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 4); 
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w. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2008 Nomor 7);

x. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013
tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 1);

y. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

NOMOR 7 .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI

JAWA BARAT (5/53/2025).

Pasal 2

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 2025

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 2Q Agustufi 2025

S ABUPATEN

v ASEP AANG RAHMATULLAH



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR 7 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENCABUTAN 25 (DUA PULUH LIMA) PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KARAWANG 

 

I. UMUM 

Dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan 

di tingkat Pemerintah Pusat, terdapat beberapa Peraturan Daerah Kabupaten 

Karawang yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan. 

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, serta adanya 
perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan mengenai Desa, perlu 

mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang mengenai Desa 

yang sudah tidak sesuai. 

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi 
Undang-Undang, perlu mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten 

Karawang yang sudah tidak sesuai. 

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu 
mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang mengenai Pajak 

dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 

tentang Badan Perwakilan Desa Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan khususnya dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Materi mengenai Badan Perwakilan Desa sudah tercantum dalam Pasal 73 

sampai dengan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 

Tahun 2023 tentang Desa. 

b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kepala Desa sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang 

Kepala Desa Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di 

bidang Desa, yaitu : 
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1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; dan 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 
Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. 
Dalam Pasal 4 ayat (4) "selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan 
kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/walikota". 

Materi mengenai Kepala Desa sudah tercantum dalam Pasal 36 sampai 

dengan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 

2023 tentang Desa. 

c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Desa, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; dan 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) menyatakan 
bahwa Sekretaris Desa mengorganisasikan penyusunan rancangan 
APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman 

penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota 

setiap tahun. 

Pedoman Penyusunan APBDes diatur dengan Peraturan Bupati setiap 

Tahun Anggaran. 

d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan 
Kekayaan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Desa, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; dan 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Pasal 45 menyatakan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset desa diatur dalam 

Peraturan Bupati/walikota. 

Pengelolaan Aset Desa sudah diatur dengan Peraturan Bupati Karawang 

Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa. 
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e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Peraturan Desa. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Desa, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; dan 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) 

menyatakan bahwa Pedoman Teknis mengenai tata cara penyusunan 

peraturan di desa diatur dengan Peraturan Bupati/walikota. 

Pedoman Teknis Peraturan di Desa sudah diatur dengan Peraturan Bupati 
Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa. 

f. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 

tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 

tentang Perangkat Desa. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Desa, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; dan 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

Materi mengenai Perangkat Desa sudah tercantum dalam Pasal 55 sampai 

dengan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 

2023 tentang Desa. 

g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi 
Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Desa, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; dan 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan 

Pasal 15 menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai susunan 
organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan Perangkat Desa 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. 
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah diatur dengan 

Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.  

h. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan 
di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Desa, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; dan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (4) menyatakan bahwa 
Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan Peraturan 

Desa. 

Pengaturan secara umum mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah 

tercantum dalam Pasal 187 sampai dengan Pasal 194 Peraturan Daerah 

Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa. 

i. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang 

Kerjasama Antar Desa. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Desa, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; dan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Materi mengenai Kerjasama Antar Desa sudah tercantum dalam Pasal 177 

sampai dengan Pasal 186 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 

Tahun 2023 tentang Desa. 

j. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, 
Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, 

Penghapusan dan Penggabungan Desa. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Desa, yaitu: 
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1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; dan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Materi mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa 
sudah tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah 

Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa.  

k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Peta. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Ketentuan Retribusi Penerbitan Peta dihapus dalam Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. 

l. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Penggunaan Energi 

Listrik. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Materi mengenai Pajak Penggunaan Energi Listrik sudah tercantum dalam 
Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Bagi Hasil Pemeriksaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Desa, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; dan 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam 
ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa 

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 
kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Serta Ketentuan 

mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi 
daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan 

bupati/walikota. 

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa diatur dengan Peraturan 

Bupati setiap Tahun Anggaran. 

n. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Biaya Pengelolaan Pajak, 

Retribusi dan Pungutan Lainnya. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Materi mengenai Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sudah tercantum 
dalam Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

o. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat 

Usaha. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Ketentuan Retribusi Izin Tempat Usaha sudah dihapus dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

p. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu: 
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Ketentuan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dihapus dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

q. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar 

Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Ketentuan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang 

sudah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

r. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha 

Konstruksi. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Ketentuan Retribusi Izin Usaha Konstruksi sudah dihapus dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

s. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan 

Bengkel Karoseri Bak Muatan dan Cucian Umum Kendaraan Bermotor. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Ketentuan Retribusi Izin Penyelenggaraan Bengkel Karoseri Bak Muatan dan 
Cucian Umum Kendaraan Bermotor dihapus dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Dasar dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Swasta. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Materi mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tercantum dalam 
Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

u. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kelurahan. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang 

pemerintahan Daerah, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  dengan Undang-

Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang; dan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 

Materi mengenai Kelurahan sudah tercantum dalam Peraturan Bupati 

Karawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karawang. 

v. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan 

Bermotor. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Materi mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan 

Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 
sudah tercantum dalam Pasal 60 dan Pasal 70 Peraturan Daerah 

Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 
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w. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang 
pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  
dengan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang. 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah sudah tercantum 

dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

x. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang 

yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, yang 
telah mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi dan 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 

Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. 

y. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan, karena peraturan yang mendelegasikan yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, bahwa tuntutan ganti 

kerugian daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara Atau Pejabat Lain sudah diatur dengan Peraturan Bupati 
Karawang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 35. 
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